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Nota Dinas

Kepada yth.

Direktur Program Pascasarjana
TAIN Sunan Kalijaga
di

Yogyakarta

Assalamu’alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian
terhadap penulisan Disertasi berjudul

FIQIH MAZHAB SYAFI'I DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TENTANG PERKAWINAN DI BRUNEIL INDONESIA DAN
MALAYSIA

yang ditulis oleh
Nama : Drs. Abdul Hadi, M.A.
NIM : 88113/S-3

Program Studi : Jenjang Doktor

Sebagaimana yang disarankan pada ujian pendahuluan (tertutup) saya berpendapat
bahwa disertasi sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga
~ Yogyakarta untuk diujikan dalam ujian Promosi (terbuka) dalam rangka memperoleh
gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu alaikum wr. wb.

Yogyakarta,7//z'/2°o v

/Isfnzzd;ﬁ,u (\4L

Prof. Dr. H. Atho Mudzhar
. NIP : 150077526
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Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap
penulisan Disertasi berjudul :

FIQIH MAZHAB SYAFI'l DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TENTANG PERKAWINAN DI BRUNEI,
INDONESIA,DAN MALAYSIA

Yang ditulis oleh

Nama : Drs. Abdul Hadi, M.A.
NIM : 88113 /8S-3

Program Studi : Jenjang Doktor

Sebagaimana yang disarankan pada ujian pendahuluan (tertutup) saya berpendapat
bahwa disertasi sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta untuk diujikan dalam ujian Promosi (terbuka) dalam rangka memperoleh
gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu alikum wr. wb.

Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah
NIP. 150216071
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" Nota Dinas

Kepada yth.

Direktir Program Pascasarjana
TAIN Sunan Kaljjaga
Di
YOGYAKARTA
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Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian
terhadap penulisan Disertasi berjudul

FIQIH MAZHAB SYAFI'T DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TENTANG PERKAWINAN DI INDONESIA, BRUNEI, DAN MALAYSIA

yang ditulis oleh :
Nama . Drs. Abdul Hadi, M.A.
NIM . 88113/8-3

Program Studi  : Jenjang Doktor

sebagaimana yang disarankan pada ujian pendahuluan (tertutup) saya berpendapat
bahwa, Disertasi sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga
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gelar Doktor dalam Bidang fimu Agama Islam.

Wassalamu alaikum wr. wb.
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Promotor 1
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Nota Dinas:

Kepada yth.
Direktur Program Pascasarjana
TAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian
terhadap penulisan Disertasi berjudul

FIQIH MAZHAB SYAFI'I DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TENTANG PERKAWINAN DI BRUNEI, INDONESIA DAN
MALAYSIA

yang ditulis oleh :
Nama : Drs. Abdul Hadi, M.A.
NIM : 88113/8-3

Program Studi : Jenjang Doktor

Sebagaimana yang disarankan pada wjian pendahuluan (tertutup) saya berpendapat
bahwa disertasi sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana JAIN Sunan Kaljjaga
Yogyakarta untuk divjikan dalam ujian Promosi (terbuka) dalam rangka memperoleh
gelar Doktor dalam Bidang lmu Agama Islam.

Wassalamu alaikum wr. wb.

Yogyakarta,.. 2]’ . .9 it 42 ooQ

Promotor I

Prof. Dr. H. Rahmat Djatnika




Nota Dinas :

Kepada yth.
Direktur Program Pascasarjana
JAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian
terhadap penulisan Disertasi berjudul

FIQIH MAZHAB SY AFT'I DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TENTANG PERKAWINAN DI BRUNEI, INDONESIA DAN
MALAYSIA

yang ditulis oleh :
Nama : Drs. Abdul Hadi, M.A.
NIM : 88113/58-3

Program Studi  : Jenjang Doktor

Sebagaimana yang disarankan pada ujian pendahuluan (tertutup) saya berpendapat
bahwa disertasi sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta untuk divjikan dalam ujian Promosi (terbuka) dalam rangka memperoleh
gelar Doktor dalam Bidang Iimu Agama Islam.

Wassalamu alaikum wr. wb.

Yogyakaxta,..&.\.gf. 7'00
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FIQIH MAZHAB SYAFI'I DALAM PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TENTANG PERKAWINAN DI BRUNEIL, INDONESIA DAN
MALAYSIA

yang ditulis oleh :
Nama : Drs. Abdul Hadi, M.A.
NIM : 88113/S-3

Program Studi  : Jenjang Doktor

Sebagaimana yang disarankan pada ujian pendahuluan (tertutup) saya berpendapat
bahwa disertasi sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana JIAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta untuk diujikan dalam ujian Promosi (terbuka) dalam rangka memperoleh
gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu alaikum wr. wb.
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yang ditulis oleh :
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GLOSSARY

Absad, hubungan darah yang lebih jauh dengan calon mempelai wanita, 172, 182

s Addlah, sifat adil, 170

Adil, sifat yang baik, yaitu tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak menetapi
dosa kecil, 138

Adil, keadilah, pemerataan matertil dan jadual giliran antara isteri-isteri, 150, 202,203

¢Adl, sikap menolak dari wali agrab, 175, 190, 191

¢« Aimm, wali hakim; bentuk kalimat atau ayat yang bersifat umum (universal), 136,
171,173

Agrab, keluarga yang mempunyai ikatan darah yang paling dekat dengan calon
mempelai wanita, 173, 174, 193

Asar, hukum-hukum tentang kasus-kasus tertentu produk ijtthad atau yurisprudensi
atau figh, 60, 209

Asl, dalil-dalil sumber pertama yang terkandungdi dalam Quran dan Sunnah, 209

Darar Syarsi, bahaya yang mengancam dari sudut keagamaan, syar', 207

Dar’u ‘lI-mafdsid, menolak kerusakan secara prefentif, 184, 199

Fagih, seorang ahli fiqih, 22

Fdsig, orang yang sifatnya berseberangan dengan sifat adil, 173,

Furii¢, cabang-cabang, fenomena yang belum dihukumi yang dican kesamaan "illah-
nya dengan ¢illah yang ada pada as/ yang telah jelas hukumnya, 7, 209

Fugahd’, bentuk kalimat jamak dan fagih, 160, 209

Ganimah, pampasan perang dari musuh yang ditaklukkan atau upeti, 168

Haddnah, hak atas pemeliharaan anak, 181

Halqah, lingkaran diskusi, pengajian, dan sebagainya yang membahas ilmu

pengetahuan, 24
Hanafiyyah, agama yang benar, 163
Hudfid, darni kata tunggal hadd, hukum yang sudah ditentukan oleh Allah dalam dahil

Xiii



gati, 97,98

Ijbdr, “pemaksaan”, 196

¢lllah, faktor yang menjadi penyebab status hukum sesuatu hal, 12, 196

Imdm al-a¢zam, al-, kepala negara, 171

Istihsdn, perpindahan dari giyas jali ke giyas khafi atau mengecualikan satu elemen
dari elemen-elemen lain dalam satu kuf/f (universal), 12.

Istinbdt, menggali hukum dan dalil-dalil syar'i dengan metode tertentu, 12, 117, 118,
209

Istisléhi, mencari pemecahan hukum yang paling memenuhi tuntutan kemaslahatan
umum, 15, istisidh, 72

Tus constituendum, hukum-hukum yang ada tapi masih * terpendam ° di dalam
wacana ilmu, 60

Tus constitum, hukum yang sudah diundangkan, 60

Jalb al-Masgdlih, upaya kemaslahatan, 184

Jizyah, upeti, 166

Khass, khusus ; hubungan keluarga ; bentuk kalimat atau ayat yang bermakna khusus
atau kasus tertentu, 193

Khun$d, jenis kelamin yang tidak tegas laki-laki atau perempuan, 155

Kutub al-mu tabarah, al-, kitab-kitab yang diakui, 6, 60, 61, 62

Kutub al-mugarrardt, al- referensi yang telah ditetapkan, 74, 79

Mafyiid, dianggap hilang, 169, 190

Mabhar snisil, mas kawin yang disesuaikan dengan status, kekayaan, dan tingkat
keluarga pihak isteri, 174, 195, 207

Ma ’khaz, rujukan; referensi, 6

Manhaj, manhaji, metodologik, 60, 62

Mansiikh, diamandir, dihapus, dengan ayat atau hukum yang datang belakangah, 164

Marhalah, petjalanan jarak sehari semalam, 171

Masdfat al-qasr, perjalanan dua marhalah, 192
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Masdlip Mursalah, sumber hukum yang digunakan oleh mazhab Malik atau al-Gazali
dalam mazhab Syafi'i, kemaslahatannya bersifat induktf, 12, 168

Mawaddah, rasa cinta, 205

Mu allafdt quiiibuhum, al- para pemeluk Islam baru, 168

Mujbir, dapat mengawinkan tanpa meminta izin anak atau orang yang akan
dikawinkan, 148, 153, 183, 173, 196

Muétamad, dapat dijadikan standard, 107, 114 gaul qairu mu tamad, pendapat yang
tidak dapat dijadikan sandaran, 115

Naskh, penghapusan ayat atau hukum dengan ayat atau hukum lain, 164

Nusyiiz, mengambek, 89, 98

Talfiq, mencampur adukkan unsur-unsur figih dari mazhab-mamzhab figih untuk
dacar yang ringan-ringan atau cocok dengan tuntutan kebutuhan, 118

Tabdil, menukar ayat atau sebagain ayat kiatab suci, 164, 165

Tahrif, merubah huruf-huruf dalam kitab suci, 164

1a+lili, metode penggalian hukum bertitik tolak dari pencarian ¢illah yang paling
kuat, seperti giyds atau istihsdn, 72

Qabl al-dukhiil, sebelum disetubuhi oleh suami, 128

Qiyds al-aulawi, al-, analogi di mana ‘illah yang terdapat pada sasarannya lebih berat
dari pada ‘illah yang ada pada asl, 199

| Sabi’ah, §dbi’in, golongan sempalan dalam Yahudi, 166, 167

Sakinah, ketenteram, 2065

Samdwi, agama-agama wahyu, 166

JSarih, denotatif, 178

Sigah, transaksi serah terima, 178

Subif, lembaran-lembaran kitab suct, 166

Wildyah, hak perwalian, 193



ABSTRAK

FIQIH MAZHAB SYAFI¢]

DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TENTANG

PERKAWINAN

DI INDONESIA, BRUNEI, DAN MALAYSIA
(1971-1991)

Perkawinan, perceraian, dan peruyjukan dalam peraturan
perundangan tentang perkawinan di Indonesia, Brunei, dan Malaysia
(IBM) yang mayoritas penduduknya beragama Islam mengandung unsur-
unsur figih mazhab Syafi'i. Peneclitian ini terutama memang ditujukan
untuk menjawab permasalahn tersebut dengan cara mengungkapkan
unsur-unsur figih Syéfi'iyah di dalam Undang-undang Perkawinan di
IBM. Identifikasi permasalahan dari wacana figih mazhab Syafi'i dalam
peraturan perundang-undangan tersebut meliputi tiga poin, yaitu (1)
penyebab mazhab Syafi'i begitu memasyarakat di kawasan ini dan
perkembangan Undang-undang Perkawinan di IBM; (2) unsur-unsur
figth mazhab Syafi'i di dalam Undang-undang Perkawinan di IBM; dan
(3) persamaan dan perbedaan Undang-undang Perkawinan di IBM dan
scjauh mana figih mazhab Syafi'i mampu “mengikat” Undang-undang
Perkawinan di ketiga negara itu.

Sumber-sumber data primer berkisar pada kitab-kitab figih
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Syéfi'iyah dan Undang-undang Perkawinan yang berlaku. Di Indonesia
acuan hukum perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,
termasuk Penjelasannya, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun
1975, Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, dan lain-lain termasuk
Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga Sejahtera. Di Malaysia sumber terpenting adalah
enakmen-enakmen, baik Negeri-negeri Berraja, maupun Negeri-negeri
Tak Berraja yang berjumlah empat belas negeri. Acuan hukum
perkawinan di Brunei adalah The Religious Council, State Custom, and
Kathi Courts Enactment. Data penunjang meliputi sumber-sumber dari
dunia Islam produk Timur Tengah dan Asia Tenggara, termasuk figih
perbandingan, wsil figih, sejarah (hukum), termasuk metodologi.
Sumber-sumber Barat diperlukan untuk memperkaya materi dan
memperdalam penelitian.

Metodologi yang digunakan adalah confert analysis  dengan
didukung pendekatan sosiologi hukum, legal history dan hermeunetika
hukum. Namun karena penelitian ini juga terkait erat dengan ilmu figih,
maka metode yang lazim digunakan di dalam ilmu ini, yaitu ‘flmu Usal
al-Figh juga dipakai untuk acuan, terutama dalam masalah-masalah yang
mengandung khildfiyah dan pemecahan hukum.

Secara material di dalam semua undang-undang perkawinan di
IBM banyak, untuk tidak mengatakan hampir semua dijumpai unsur-
unsur figih mazhab Syéfi'i. Syéfi'isme terlihat jelas di dalam rukun nikah
dan syarat-syaratnya. Materi yang tampaknya menyimpang dari



Syéafi'isme dapat dirangkum dengan metode wsiliyah dan masuk di
dalam basis qd’idah fighivah (legal maxim) yang dikembangkan Ulama
Syéfi iyah.

Materi peraturan perundang-undangan yang‘ yang paling Syafi'iyah
adalah Enakmen Nomor 1 Tahun 1983 (Kelantan) dan Kompilasi Hukum
Islam Indonesia. Undang-undang Perkawinan R.I. Nomor 1 Tahun 1974
merupakan undang-undang yang paling mengalami distorsi.

Disertasi ini diharapkan memiliki paling tidak dua konstribusi di
dalam dunia ilmu pengetahuan, yaitu: pertama, pengungkapan tradisi
figth. Di dalam disertasi ini, sebagian jalur-jalur mata rantai kitab-kitab
Syafi'iyah telah ditemukan. Jalur-jalur yang dirunut itu hingga mencapai
Kanun Malaka, kemudian Kanun Brunei, dan kemudian akhirnya
mencapai peraturan perundang-undangan modemn mengenai perkawinan
di IBM saat ini. Kedua, di bidang hukum perkawinan, disertasi ini
menyumbangkan aspek sosioligis dari peraturan perundang-undangan
tentang perkawinan IBM, yakni kaitan hukum ini dengan kondisi sosio-
kultural masyarakat IBM yang masih kuat ke-Syéfi'i-annya. Dalam
disertasi dittemukan warna Syafi'iyah sebagai akumulasi dani dialektika
dengan perkembangan masyarakat IBM. Secara luas pembangunan
hukum, jenis hukum apapun, baik privat maupun publik, tidak dapat
dilepaskan dari lingkungan sosialnya. Namun hukum dalam wacana “ius
contituendum™ masih banyak belum terserap dalam dataran “ius
contitum” oleh karena itu perlu dilakukan penggalian lebih dalam dan

luas.
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Al-hamdulillah puji syukur kepada Allah Swt. yang telah berkenan
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masaiah

Asia Tenggara merupakan kawasan yang subur bagi penyebaran agama-
agama yang datang dari anak benua India dan Timur Tengah, terutama, Hindu,
Budha, dan islam, baik melalui kontak-kontak perdagangan maupun imigrasi. Islam
yang tersebar di Asia Tenggara merupakan Islam yang telah mengkristal dalam
mazhab sunni yang hukum Islamnya sangat erat dengan mazhab figih,' terutama
Syafi’i> Norma-norma Syéfi'tyah tercermin di dalam kehidupan sehari-hari
masyarakat Tslam >

Negara-negara Indonesia, Brunei, dan Malaysia (IBM) merupakan negara
yang mayoritas pendudukmya. beragama Islam. Negara-negara di Asia Tenggara
meliputi Myanmar (Burma), Thailand, Kampuchea, Laos, Vietnam, Filipina, Brunei
Darussalam, Malaysia, Singapura dan Indonesia. Di Myammar masyarakat berada di
Propinsi Arakan. Sebagian besar Muslimin Myanmar keturunan India. Di Muangthai,
kaum Muslimin yang masih serumpun dengan bangsa Melayu bertempat tinggal di

! Dengan sempurnanya pembentukan empat mazhab Sunni pada Abad IX dan X, hukum
Islam (Syari'ah) secara bertahap mengkristral. Dan dipandang sebagai suatu hukum Tuhan yang tidak
dapat diubah serta bersifat komperhensif yang tidak memerlukan tambahan-tambahan dan perubahan-
perubahan. Lihat: J.N.D. Anderson, Islamic Law in the Modern World (NY: New York University
Press, 1959), hl. .

? _ Mungkin mazhab Syafi'l satu-satunya mazhab yang paling populer di kalangan masyarakat
Islam di Asia Tenggara di samping sufisme. Hal ini dapat dimengerti karena para muballig yang datng
di Asia Tenggara datang dari India (seperti Gujarat) yang bermazhab Syafi’i.

* Cheng Ho, seorang duta keliling yang memimpin suatu rombongan dari Cma dengan
menggunakan kapal, dikenal juga dengan nama Sam Po Kong atau Zheng He selama perjalannya
sebanyak tujuh kali dalam rentang waktu antara tahun 1405 - 1433, mendatangi Malaka, Brunei,
Aceh dan Jawa. Menurut pekhabaran, kaum Muslim di beberapa negara, misalnya Indonesia
kebanyakan menganut mazhab Syafi'i. Berkat pengaruh Zheng He, banyak Muslim keturunan Cina
penganut mazhab Hanafi lama-kelamaan menganut mazhab Syafi'i Libat: Prof Madya Kong Yuan
Zhi, Sam Fo Kong dan Indomesia (disunting oleh Prof H.M. Hembing Wijaya Kusuma, Ph.D, 1992)
sebagaimana 7a kutip dari Prof. Hamka, “Cheng Ho” dalam St Weekdy (18 Maret 1961) dan Mohd.
Zein bin Hj. Serudin, Masukarya Islam dan Kesan-kesannya di Brimei (1964).
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daerah Patam, Muangthai selatan. Minoritas muslimin di Kampuchea berada di
daerah selatan negeri itu.

Sejarah perkembangan undang-undang Islam di Malaysia kurang begitu jelas.
Bukti yang nyata tentang pelaksanaan undang-undang Islam, sejak bangsa ini
menerima Islam lima abad yang lalu, belum ditemukan. Prasasti yang dipahat di atas
batu tentang hukum Islam pernah ditemukan di Trengganu, namun tidak menjelaskan
wujud negara Islam yang menerapkan hukum itu sehingga sulit dibayangkan bahwa
hukum itu pernah berlaku. Dalam buku Sejarah Melayu, temyata negeri-negeri di
Malaya lainnya juga tidak menerapkan hukum Islam sepenuhnya.*

Mazhab Syafi'i mendominasi perkembangan Islam di IBM. Mazhab im
merupakan mazhab kebanyakan umat Islain di Asia Tenggara, khwsusnya di ketiga
negara tersebut. Fiqth mazhab Syafi'l dipakar secara tarun temurun untuk
menyelesaikan berbagal persoalan yang menyangkut kehidupan sehani-hari, baik
bidang ‘ubiidiyah, bidang mu dmalah, bidang kewarisan maupun bidang pernikahan.’
Materi-materi yang bersumber dari kitab-kitab figih mazhab Syafi'i yang demikian
banyak di kalangan masyarakat yang cukup luas di Indonesia, dan negara negara lain
di Asia Tenggara, senantiasa menjadi acuan keputusan pengadilan, khususnya
mengenai masalah-masalah pemikahan, waris, hibah dan il menunjukkan betapa
kuat pengaruh figih mazhab Syafi’i dalam kehdupan Umat Islam Asia Tenggara.
Mula-mula peradilan diselenggarakan secara sederhana oleh masyarakat di baglan
ruangan masjid yang disebut “pengadilan serambi (masjid)* kemudian setelah
terbentuk secara lebih berstruktur.’

Kedatangan kolonialisme Eropa telah mmengubah warna pengadilan Agama
karena campur tangan pihak penjajah, atau tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan

* _ DrYF. Liaw yang dikutip oleh Hooker, menyebutkan empat hukum Malaka: maritim,
nikah, dagang dan tata negara M.B. Hooker, Islamic Law, h. 9.

® | Tidak dapat dipungkiri bahwa penyelesaian masalah-masalah whudiyyah, mudlamah,
munakahah, bahkan jindyah mereka bersumber dari kitab-kitab pokok Syaft 1yah.

¢ HM. Djamil Latif, Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta:
Bulan Bimtang, 1983), h9. cf Prof Bustanul Arifin, “Prospek Peradilan Agama di Indonesia”
(Semarang: Undip,mimimeograp, 10 September 1990).
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acuan.
M.B. Hooker mencoba mendiskripsikan sejarah perkembangan hukum Islam
di Asia Tenggara melalui tiga tahapan: pertama, kehadiran hukum Islam dengan
mengakomodasi aturan lokal, seperti lembaran-lembaran hukum di Malaya, Sumatera
dan Jawa.’” Kedua, pada masa kolonial, hukum Islam direformulasikan ke dalam
term-term Eropa, syari’ah menjadi hukum personal ‘Muslim’ yang terbatas pada
materi-materi  hukum  keluarga. Negara-megara Asia Tenggara kontemporer
mendasarkan diri pada reformulasi ini. Ketiga, pada masa setelah perang, timbul
kecenderungan-kecenderungan kuat untuk mengadakan “Islamisasi” hukum, vaitu
menampilkan atau memperkuat kembali cara-cara pemikiran klasik mengenai proses
hukum, serta menekankan substansi hukum.®
Pada abad ke-18, gelombang-gelombang reformisme Islam dan “Modemisme
Mannar” mulai masuk ke Indonesia. Namun, meskipun semakin kuat pengaruh
modemnisme itu, temyata “tradisi mazhab sunni” yang telah mengakar, tidak banyak
mengalani  perubahan. Kata-kata “tradisi mazhab sunmi” yang dimaksud adalah
ajaran-ajaran yang bersumber dari kemazhaban dari para pemegang mazhab. Mazhab
Syafi'f masih tetap dipegang teguh oleh mayoritas umat Islam Indonesia. Untuk
mempertahankan ftradisi kemazhaban dari serangan-serangan al-ld mazhabiyyah
(Suatu term yang banyak digunakan oleh para pemegang mazhab terhadap lawan-
lawannya), kaum “tradisionalis” mengkonsolidasikan diri dalam wadah-wadah
organisasi. Organisasi-organisasi massa yang cukup besar dan modern, seperti
Nahdlatul Ulama, [jtihadul Ulama Minangkabaun, dan Persatuan Tarbiyah Islam
didirikan antara lain untok mempertahankan kemazhaban, baik di bidang teologi,

’ Hukum Islam memang menyerap adat lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip
Syari’ah. Tetapt menurut manuskrip Jawa vyang diperkirakan di tulis sendiri oleh Maulana Malik
Ibrahim, tampak memiliki ketegasan untuk mengambil jarak dengan hukum lokal yang dianggap tidak
selaras dengan Syan'ah. Libat: G.W.J Drewes, An Early Javanese Code of Muslim Ethics (The Hague:
Martinus Nijhoff, 1978).

8 M. B. Hooker, Islamic Law in South FEast Asia: a preface, {Singapura Oxford New York :
Oxford University Press, 1984).
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figih, maupun tasawwuf. Di Indonesia, begitu juga di Malaysia terutama setelah
tahun 1970-an, modemisme Islam merambah ke negeri ini, namun tampaknya
pengaruhnya yang paling dirasakan hanya terbatas di dua kerajaan di antara sembilan
kerajaan tertentu saja, yaitu di Kelantan dan Johor. Brunei Darussalam sejak kematian
Haji Muhammad, seorang tokoh reformis, masyarakat kembali bersatu di dalam satu
kemazhaban, Syafi'i. Namun, sejalan dengan perkembangan = sosio-kultural,
masyarakat Asia Tenggara, khususnya di IBM, setelah sedemikian pesat ilmu
pengetahuan masyarakat, semakin terbuka pula dengan mazhab-mazhab lain selain
Syafi’i, seperti Hanafi, Maliki.dan Hanbali bahkan non-Sunni.

Hukum keluarga di Brunei Darussalam meliputi hukum-hukum nikah, talak,
rujuk, ‘iddah dan hadinah yang dituangkan di dalam salah satu bagian dan fHukum
Kanun Brunei. Hukum Kanun (undang-undang) ini berisi 6 bagian yang terbagi
dalam 46 pasal. Sedangkan Undang-undang Brunei yang telah direvisi tahun 1984,
khususnya Chapter 77 tentang Majlis Ugama dan Mahkamah Kadi (Religius Council
and Kadis Couris) terdiri atas sebelas bagian. Sedangkan yang berkaitan dengan
perkawinan dan perceraian dituangkan dalam di Bagian VI yang berisi 72 pasal dari
Pasal 134 sampai Pasal 205. Kemudian sebagian dari pasal-pasal di Bagian VII
mengenai Perlindungan terhadap Orang-orang yang Menjadi Tanggungan yang terdin
atas Pasal-pasal 157 sampai dengan 163.

Dewasa ini masalah kekeluargaan di Indonesia diatur melalui Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
termasuk Penjelasannya, dan Kompilasi Hukum Tslam berupa Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991.

Malaysia menganut pluralisme perundang-undangan keluarga, sebagai
berikut: (a) Bagi mereka yang tergolong Muslim berlaku hukum Islam dan
pentadbirannya. b). Bagi orang- orang Cina betlaku hukum adatnya. ¢). Juga bag
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orang- orang Hindw/India berlaku hukum adatnya. d). Bagi mereka yang tinggal di
Malaysia Barat yang bukan beragama Islam dapat menundukkan dini pada Civi/
Marriage Ordinance, [952 yang menganut azas monogami. ¢). Bagl mereka yang
beragama Kristen berlaku. Christian Marriage Ordinance, 1954. f). Di Serawak bagi
mereka yang bukan beragama Islam, yaitu Hindu, Dayak atau orang-orang lamnya
yang tunduk pada hukum adatnya berlaku Church and Civil Marriage Ordinance. g).
Di Sabah mereka yang beragama Kristen berlaku Christian Marriage Ordinance
(Cap-24. 1953). Di samping itu di negeri ini juga berlaku Marriage Ordinance
1959 ( Nomor: 14 tahun 1959 ) serta banyak aturan yang lain yang termasuk hukum
keluarga. Karena demikian beragam hukum yang berlaku di negeri yang cukup tinggi
hiteroginitasnya itu, maka pada tahun 1976, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru
dengan mempersatukan undang-undang perkawinan bagi selain Muslim.” Sedangkan
bagi orang-orang Islam, berlaku enakmen-enakmen tergantung negara-negara bagian
yang mempraktikkannya. Walaupun tampaknya setiap negara bagian memiliki
enakmen sendiri, namun pada prinsipnya, satu dengan yang lain tidah jauh berbeda.

Hukum perkawinan pada zaman kolonial sampai dengan tahun 1974, di
Indonesia diperlakukan berdasarkan golongan-golongan. Bagi orang-orang Eropa,
warga negara Indonesia keturunan Eropa, dan yang disamakan dengan berlaku Kitab
Undang-undang Hukum Perdata; bagi orang-orang Timur Asing Cina berlaku
ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan; bagi
orang-orang Timur Asing lannya berlaku hukum Adat mereka, bagi orang-orang
Indonesia yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonantie Cristen Indonesia (S.
1933 Nomor 74);, bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku
hukum yang diresiplir dalam hukum Adat; dan bagi orang-orang Indonesia asli
lainnya berlaku Hukum Adat.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, maka Indonesia telah mengakhiri keragaman undang-undang warisan

® Lili Rasjidi, Aneka Hulum Malaysia dan Indonesia (Bandung: Alumni, 1982), h.32.
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kolonial tersebut. Kemudian Surat Edaran Biro Peradilan Agama pada tanggal 18
Februari 1958 Nomor B/1/735 yang menunjuk ulama yang menjadi rujukan dan af-
Kutub al-Mutabarah yang berjumlah tiga belas buah untuk dijadikan ma khaz oleh
para hakim dalam mengambil suatu keputusan pada tahun 1971. Namun pada akhir-
akhir ini kitab-kitab rujukan semakin bervariasi, termasuk dari mazhab lain seperti
Hanafi. Kompilasi Hukum Islam Indonesia merupakan rujukan pertama kemudian
penggalian selanjutnya diserahkan kepada hakim sendiri. Karena hakim dituntut
untuk dapat menggali hukum sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970.%

Kemazhaban Syifi'tyah di Pengadilan Agama di Indonesia yang mengacu
ketentuan Malang yang menetapkan al-Kutub al-Mu®tabarah tahun 1955"
tampaknya mengalami pergeseran setelah hakim Agama tidak lagi didominasi oleh
para alumni pesantren tapi oleh alomni IAIN dan pergurnan tinggi semacamnya. Hal
mi terjadi antara lan karena lulusan pesantren tidak diakui secara formal di sampmg
pesantren sendiri ada yang mengambil jarak dengan pemerintah.

Hukum perkawinan di Malaysia, kecuali Perlis, secara resmi menjadikan
mazhab Syafi'i sebagai anutan. Untuk memperkuat kedudukan mazhab Syafi'i, di
beberapa negara bagian ditentukan bahwa orang Islam yang tidak bermazhab Syafi'l
dilarang untuk duduk di dalam majlis, sebagaimana tercermin di dalam seksyen 5 (6)
Majlis Agama Islam Negeri Johor. Majlis bertugas antara lain menyampaikan
fatwa.'? Walaupun demikian, ada beberapa aturan yang tampaknya tidak sejalan
dengan teks-teks figth Syéafi'iyah, mungkin sebagian materinya telah diambil dari

19 Syamsuddin Anwar, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang (wawancara
tgl. 29 Maret 1999).

11 Kemudian ditetapkan oleh Biro Peradilan Agama dengan Surat Edaran Birpa No. B/1/738
tanggal 15-12-1958. Menurut Al Yafi, kebijaksanaan mi dimaksudkan untuk memberi dasar yang
mengarali kepada kesafian dan kepastian hikum dalam Peradilan Agama Likat: KH. Ali Yafi,
“Kenangan Seabad Peradilan Agama” dalam Tim Penyusun al-Mahkamah:. Kenang-kenangan Seabad
Peradilan Agama di Indonesia ([Jakarta)]: Ade Cahya, 1985), h. 340.

2 Prof Ahmad Ibrahim. “Perundangan Islam di Malaysia dalam Jernal hikum (KL:
Bahagian Ugama Jabatan Perdana Mentri, Pusat Islam, November 1980. Seksyen 62 mengatakan
bahwa “Mahkamah Rayuan di pengerusikan oleh Kadi Besar dan dianggotai oleh dua orang ahli
dipilih daripada sekumpulan seramai tujuh orang yang beragama Islam bermazhab Syafi'i dilantik
pada tiap-tiap tahun
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figih Hanafi, seperti yang diperlihatkan di dalam Undang-undang Keluarga Islam
Wilayah Persekutuan, Act Tahun 1984, Sedangkan di pihak lain Kelantan telah
mengambil sikap yang lebih konservatif. Negeri ini mempertahankan kemurnian
mazhab Syafi'i.

Brunei, sebagaimana Kelantan, mengambil hukum menurut mazhab Syafi'i
secara murmi. Namun, di satu pihak, dari segi teknik dan sistematikanya, sebagaimana
umumnya bekas jajahan Inggris, tidak terlepas dari sistem hukum Inggris. Di pihak
lain, di lihat dari segi jurisprudensi figih, materinya masih cukup sederhana. Di
Brunei Darussalam, mazhab Syéfi‘ilah satu-satunya mazhab yang diakui secara resmi
oleh Negara."

Begitu meratanya para penganut mazhab Syafi'l, dominannya kitab-kitab
figh mazhab Syafi'i sebagai rujukan dalam peradilan pra-kolonial, perubahan-
perubahan peradilan sebelum dun sesudah kolomalisme, serla pembentukan peraturan
perundang-undangan pada era modern semakin memperkukuh munculnya suatu
permasalahan mendasar mengenai asumsi tentang adanya suatu benang merah yang
menghubungkan antara mazhab Syafi'i di sata pihak, dengan masyarakat dan
ajarannya yang berkaitan dengan praktik-praktik keagamaan sehari-hari  serta
lembaga perundang-undangan di pihak lain. Oleh karena itu, unsur-unsur figih
mazhab Syafi'i kemungkinan banyak terdapat di dalam materi peraturan perundang-
undangan mengenai perkawinan. Namun di IBM kenyataannya justru ada — untuk
tidak mengatakan banyak materi undang-undang — khususnya yang berkaitan
dengan keluarga, berbeda dengan ketentuan fiqih mazhab Syafi'l setidak-tidaknya
pada furii “nya.

Y pada Proklamasi Kemerdekaan dari Protektorat Inggris pada tahun 1984 Brunei
Darussalam mengumumkan “Islam a la Ahlus Sunnah wal Jama'ah bermazhab Syéfi'i” adalah
merupakan dasar negara. Dengan demikian negara ini, selamn untuk kepentingan akademik, tertutup
bagi praktik-praktik dan perkembangan mazhab lain, bahkan modemisme. Lihat: Hj. MD. Zan b.
Serudin, Suatu Pendekatan Brunei, h. 39.
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B. Identifikasi Masalah
Permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasikan dalam penulisan ini
meliputi hal-hal berikut, bahwa hukum perkawinan di IBM kebetulan mempunyai
latar belakang yang sama, yaitu hembusan I[slamisast dari India Selatan yang
dipengaruhi mazhab Syafi'i yang kemudian menjadi pandangan umum bagi
masyarakat di kawasan ini di bidang pranata sosial yang bersumber dari kitab-kitab
figh mazhab Syafii, khususnya hukum keluarga Islam. Dani sii  muncul
permasalahan pokok, sejauh mana figih mazhab Syafi'i terserap di dalam peraturan
perundang-undangan di IBM, dalam hal apa saja tampilan figih mazhab Syafi'i dalam
peraturan perundang-undangan tentang perkawinan serta bagaimana variasi materinya
di ketiga negara tersebut?
C. Alasan Penulisan
Barang kali benar kata Joseph Schachit, bahwa hukum Islam merupakan inti
pemikiran Islam: manifestasi way of life yang sangat fypical. Hukum Islam mencakup
berbagai aspek kehidupan setiap Muslim yanp oleh Schacht disebut the roality of
Allah’s commands. Namun kasus negara-negara IBM, aspek-aspek hukum Isiam
“historik” sudah tidak utuh. Dalam perkembangan hukum, hukum Islam yang paling
“tahan banting” adalah hukum perkawinan. Sedangkan kedudukan ragam-ragam
hukum Islam yang lain, terutama pidana, digeser oleh hukum Barat dan hukum Adat.
Alasan-alasan penulisan yang lebih klsus dapat diketengahkan sebagai berikut:
Pertama; Hukum perkawinan yang bersumber dari syari'ah memiliki kedudukan
yang amat penting dalam mengatur kehidupan keluarga umat islam di
Asia Tenggara.
Kedua, Mazhab Syafi'l adalah aliran figih Islam yang banyak mempengaruhi
kalangan masyarakat Islam di IBM.
Ketiga; Belum ada yang meneliti dan menulis segi-segi kemazhaban Syéfi'i

dalam hukum  perkawinan di IBM. Sedangkan indikasi adanya
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kebutuhan studi ke arah kajian tersebut telah tertuang di dalam pasal 4
Penjelasan Umum mengenai buku Komplikasi Hukum 1slam.™
D. Tujuan Penelitian
Tulisan ini terutama ditujukan kepada:
1. Penclusuran mengenai pengembangan Undang-undang Perkawinan di
IBM.
Terungkapnya bukti-bukti adanya figih mazhab Syafi'l di dalam hukum
petkawinan di IBM.

(S

3. Menelusuri sejauh mana figih mazhab Syafi'i diserap atau dimodifikasi di
antara perundang-undangan modern mengenai perkawinan di ketiga
negara.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat (signifikansi) penelitian, baik secara teoretik maupun praktis meliputi:

1. Pengungkapan bukti-bukti adanya unsur-unsur Syéfi'iyah dalam peraturan
perundang-undangan di IBM.

2. Apabila para peneliti seperti Prof. MB Hooker melihat secara umum materi
undang-undang keluarga Islam di Asia Tenggara sebagai hukum Islam dan ,
MD. Akhir serta Siti Zalekhah melihat ada unsur Hanafiyah di Malaysia
(Johor) serta van Bruinessen hanya melihat pengaruh Syéfi'iyah di dunia
pesantren namun hanya melihat kitab-kitabnya, maka penulis, dengan segala
keterbatasannya, menawarkan temuan bahwa peraturan  perundang-
undanganlah yang dapat membuktikan lebih jauh pengaruh Syéfi'iyah yang
telah melembaga di kawasan. Asia Tenggara. Dengan demikian langkah
penulis lebih jauh dari Prof. Lili. Rasyidi yang hanya mengungkapkan
perbandingan  undang-undang perkawinan antara Indonesia dan Malaysia

secara material, tidak terkecuah dalam hal imi adalah Tahir Mahmood.

" Depag R.1., Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Bandung: Humaniora Utama Press,
1991/1992), h.97.
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3. Karya tulis ini di kemudian hari kiranya dapat dijadikan masukan bagi para
praktisi hukum.
4. Diharapkan kelak di kemudian hari kiranya dapat dijadikan  pendukung
ataupun  bahan bagi penelitian selanjutnya, khususnya bidang hukum
perkawinan.
5. Penulis dengan segala kerendahan hati mengharap dapailah kiranya karya tulis
ini kelak menjadi setitik zarrah sumbangan bagi kalangan ilmu pengetahuan. .
F. Sumber Data

Data dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pettama adalah data yang
bersifat primer dan yang kedua adalah data sekunder. Data primer terdiri atas:
pertama, bahan-bahan acuan mengenai hukum perkawinan dan yang berhubungan
erat dengannya berupa buku-buku, brosur, jumal dan lain sebagainya yang antara
lain biasa digunakan di pengadilan-pengadilan  (Agama) di IBM. Wawancara
dengan para nara sumber yang dipandang perlu untuk mendukung  penelitian im
dilakukan secara intensif. Kedua, data yang bersumber dari kitab-kitab figih
Syafi'tyah di samping kitab-kitab figth mazhab lain, baik yang berbahasa Arab
mavpun yang lainnya. Umat Islam Asia Tenggara menjadikan kitab-kitab figih
kajian utarna. Memurut Martin van Bruinessen, figih menduduki rangking tertinggi
dibanding subyck-subyek yang lain, sebagai berikut. Figih 20% agidah 17%.
Bahasa (syintax, balagah) 12%, kumpulan hadis 8%, tasawwuf dan tarekat 7%
akhlaq 6% dan lain-lain 11%."

Data yang berhasil diperoleh, di samping data yang ada pada penulis, IAIN, dan
perpustakaan negara, penulis juga tefjun langsung ke negara-negara yang menjadi
tujuan penelitian.

Data yang berhasil dijumpai di Brunei Darussalam adalah The Muhammaden

T.aws Fnactment of 1912 yang diterapkan atas semua orang Islam. Kemudian undang-

'S Martin van Bruinessen, “Kitab Kuning: Books in Arabic Script Used in the Pesantren
Miliew”, in Journal of Linguistics and Anthropology (Voor Taal, Land- En: Koninklijk Institut, 1990).
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undang ini direvisi pada tahun 1984. Undang-undang ini sama dengan yang ditemui
di Serawak, Kalimantan Utara. Selain itu didapatkan The Religious Council, State
Custom, and Kathi Courts Enacment. Undang-undang yang terakhir ini merupakan
modifikasi dari Kelantan, Malaysia.

Sumber-sumber lain yang meliputi dokumen, majalah, hasil skripsi, brosur,
majalah mengenai undang-undang Brunei dan lain sebagainya  dijadikan penunjang.

Di Indonesia acuan hukum perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 termasuk penjelasan tentang Peraturan Pemerintah, Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam.

Di Malaysia sumber terpenting adalah enakmen-enakmen, Akta dan Undang-
undang sebagai berikut: (a) Fnakmen Keluarga Islam Nomor 4 Tahun 1984 (
Selangor); (b) Enakmen Keluarga Islam Nomor 3 Tahun 1987 (Pahang); (c)
Enakmen Keluarga Islam Nomor 2 Tahun 1985 (Pinang), (d) Enakmen Keluarga
Islam Nomor Nomor 7 Tahun 1983 (Negeri Sembilan); (e) Undang-undang
Mahkamah Syariah Serawak Order 1991, (f) Akta 303 Tahun 1984 (Wilayah
Persekutuan), (g) Enakmen Keluarga Istam Nomor 1 Tahun 1983 (Kelantan), dan (h)
Undang-undang Keluarga Islam nomor 13 Tahun 1984 (Perak)

Kitab Al-Umm dan Al-Risdlah karya Muhammad ibn Idrds Al-Syéfii serta
beberapa kitab figih mazhab Syafi'i lain, seperti Al-Hdwi ‘I-Kabir, Minhdj al-1ulldb,
Fath  al-Mu %n, Fath al-Wahhdb, 1sdnat al—fdlibin, Bugyat al-Mustarsyidin dan
sebagiannya juga merupakan data primer.

Sumber-sumber penunjang meliputi kitab-kitab figih perbandingan, kitab-kitab
figih mazhab selain Syéfiiyah, kitab-kitab usal al-figh, buku-buku ilmu hukum,
sejarah, sosiologi, pemikiran tentang Islam dan masyarakat Islam dan sebagainya
khususnya yang berkaitan dengan Asia Tenggara termasuk buku-buku metodologi
yang bersumber baik dari Asia Tenggara sendiri, Timur Tengah maupun Barat.
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G. Landasan Teori

Mazhab Syafi'i mendasarkan pemikiran hukumnya pada Quran, Sunnah Nabi
Saw, al-ijimd*é (konsesnsus), pendapat sebagaian Sahabat yang tidak diketahui adanya
pertentangan di dalamnya, pendapat di antara Sahabat yang diketahui adanya
perselisihan di dalamnya, dan giyds (analogi).16 Mazhab ini tidak mengakui peranan
akal sedikitpun datam isiinbdi hukum, seperti istibsdn dan masiahah mursalah selan
analogi'” yang sudah ditentukan prosedurnya berdasarkan ¢illah (effectine cause)
yang terdapat secara eksplisit di dalam nass (teks) asal. Gejala empirik apapun yang
memiliki persamaan #iflah dapat diterapi hukum yang sama yang sudah ditetapkan
oleh nass.

Namun dalam perkembangan selanjuinya perlakvan terhadap prinsip-prinsip
Syafi'iyah tersebut mengalami tantangan berat karena perkembangan sosio-kultural
yang mengarah pada pembebasan dari nilai-nilai tradisional. Bahkan campur tangan
politik dan kepentingan kelompok yang harus diterima sebagai pluralitas suatu
bangsa pada akhirnya harus diterima sebagai suatu kenyataan, meskipun bertolak
belakanp denpan paris-paris mazhab Syafiil yang asli. Pendapat Al-Syafi'i sendiri
terjadi sesuai dengan konteks yang ia hadapi. Paradigma Figih Syéfi'iyah yang
dijadikan acuan dalam penulisan ini lebih menekankan pada qaul jadid, bukan qaul
gadim. Karena pendapat beliau yang terdahulu sudah tidak dianut lagi oleh mayoritas
pengikut mazhab ini. Suatu pendapat gadim dapat dianut apabila tetap dijadikan
acuan oleh salah seorang tokoh ulama Syéfi'iyah.'®

16 Nuyhammad ibn Idris al-Syafi'i, al-Risdlah (Misr: Mustafa al-Babi al-Halabi, tth.), h.323.

Y7 Muhammad Muslehuddin, Philosophy of Islamic Law and the Orientalists, (Lahore: Islamic
Publication, wy), h.79.

8 Menurut Kyai Hamdan (1982), seorang tokoh Syfiiyah di Semarang, bagi ulama
Syafi'iyah, contohnya adalah keabsahan shalat Jumat harus disertai 40 orang, demikian menurut qgawl
jadid.  Apabila jemaah hanya diikuti minimal 12 orang, shalat Jumat tetap sah, sesuai dengan ytthad
Al-Syafil di kala di Irak {gawi qudnm), karena pendapat ini tetap dianut oleh Al-Azra’i, ‘Aliy ibn
Sulaim ibn Rabi'sh al-Ansif al-Avrasi (w431 H.), seorang tokoh Syafi'iyah . Menurul Torm Kadir,
betian pernah memjadi hakim di Tripoli, Nablus, Homs, Damascus dan lain-lain. Memang seolah-olah
terjadi kerancuan. Pendapat al-SyAfi'i gadim harus melalui seleksi yang dilakukan oleh ulama
pengikutnya. Barulah dapat dipakai acuan dalam menentukan hukum suatu kasus.
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Untungnya, para ulama Syafi'iyah akhir mengembangkan kaidah-kaidah yang
memungkinkan keluwesan mazhab ini.

Dewasa ini para pemikir bidang figih, sehubungan dengan perkembangan ilmu
pengetahuan, semakin terbuka dalam menerima prinsip-prinsip usii/ figh, bukan
hanya yang bersumber dari Syafi'lyah. Buku seperti 4lmu Usil al-Figh karya Prof.
sAbd al-Wahhab Khallaf yang begitu populer di tanah air. -~
H. Metode Pengumpulan Data

- a. Library Research

Data dalam penulisan ini terkumpul melalui upaya-upaya baik di Indonesia,
Malaysia maupun Brunei Darussalam.

Data di Indonesia dikumpulkan dari kepustakaan pribadi sebanyak mungkin
penulis mampu. Kemudian setelah itu barulah penulis mencari ke perpustakaan IAIN
Walisongo Semarang dan IAIN Sunan Kalijaga. Langkah selanjutnya penulis
mengadakan penelitian di Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah, bahkan penulis
sempat ke Kedutaan Besar Malaysia, Brunei Darussalam dan pusat arsip DPR di
Jakarta. Di DPR, K.H. Abdul Choliq Murod (Anggota DPR Fraksi PDI periode
1992-1997) cukup berjasa untuk membantu mengumpulkan data mengenai
perdebatan draft Rancangan Undang-undang Perkawinan sejak tahun 1971.

Berikutnya penulis mengadakan penelitian ke Kuching, Serawak, Malaysia. Di
Kuching penulis sempat menemui para Pejabat Majelis Ugama Islam dan
mendapatkan berbagai masukan yang sangat berguna tentang undang-undang
perkawinan Negeri Serawak dan lain-lainnya. Kemudian setelah dirasa cukup penulis
menuju Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Selama beberapa hari penulis
mengadakan penelitian, terutama di Departemen Agama Brunei, Mahkamah Syart'ah
Brunei, dan Perpustakaan Pusat Dakwah Brunei.

Penelitian berikutnya adalah di Kuala Lumpur. Tempat-tempat yang Penulis
kunjungi terutama adalah Perpustakaan Nasional, kemudian Pusat Islam Kuala
Lumpur, University Kebangsaan Malaysia, Bangi, Universitas Islam Antara Bangsa,
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Petaling Jaya, dan Universiti Malaya. Di Kuala Lumpur beberapa kawan juga banyak
membanty untuk mengumpulkan data yang sangat diperlukan, antara lain adalah
Jafril, Shomat, dan Junaidi Abdillah. '

b. Wawancara

Pewawancara setelah mempersiapkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan
materi undang-undang serta kemazhaban di IBM melakukan wawancara dengan
beberapa tokoh. Dalam situasi yang penulis anggap tepat, penulis mewawancarai para
pakar hukum dan para hakim, antara lan Drs. K.H Syamsuddin Anwar, seorang
praktisi hukum di Pengadilan Tinggi Agama Semarang (1997-1999), Drs. Fadlil
Sumadi, S.H. M.Hum., Mahmutarom, S.H., M.Hum., K.H. Ahmad Muthohar, dan
Drs Abdul Malik, S.H., Hakim di Pengadilan Agama Demak ( tahun 1994 sampai
sekarang 2000), Indonesia. Di Malaysia dan Brune, penulis berhasil menemu
beberapa nara sumber, antara lain adalah Othman Mustapha,” Prof. Ahmad Ibrahim,
Dr. H. Maghfur Usman, Hj. Ismail b. Hj. Abdul Manaf, dan Dr. Siti Zalekhah.

¢. Observast

Observasi digunakan secara berikut ini:

1. Dalam penelitian ini observasi digunakan dalam penelitian terhadap
paradigma Syafiiyah dalam perundang-undangan dan meninjau
berbagai produk perundang-undangan yang saling berkaitan dan
mengeleminir materi-materi hukum yang tidak berhubungan dengan
subyek yang sedang dibahas.

2. Di samping itu, tidak kalah pentingnya, secara empirik melihat dan
memahami praktik-praktik perkawinan, perceraian, dan rujuk serta

19 Suatu metode di samping memiliki kelebihan dibanding dengan metode lain juga
mempunyai kelemahan. Metode wawancara paling tidak harus diperhatikan 4 komponen yang saling
melengkapi, yaitu pewawancara, situasinya, responden, dan isi wawancara. Sesuai dengan tujuan
penulisan ini, mengungkapkan unsur-unsur Syafi tyah dalam undang-undang dan perkembanganmya
maka interview atau wawancara seluruhnya dikaitkan dengan masalah itu..

2 {Jsman Mustapha adalah juga pemnah menjabat sebagai Atase Kedutaan Besar Malaysia
sekitar tahun 1995-an sampai tahun 1998.
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masalah-masalah poligami di antara kalangan masyarakat Muslim di
IBM, serta
3. Pandangan-pandangan para tokoh ulama dan beberapa praktisi hukum di
kalangan Pengadilan Agama.
1. Pendekatan dan Metodologi .-

Penulisan ini menggunakan aliran penulisan content analysis dengan
memanfaatkan sosiologi hukum, hermeunetika hukum dan usiil figh. Dalam hal ni
materi-materi hukum dianalisis seluas-luasnya dari berbagai aspek, baik histories
maupun sosiologis, termasuk logika hukumnya, sehingga melibatkan kaidah-kaidah
ilmu figih, karena memang kaitannya erat dengan ilmu figih menyangkut nusiis al-
Kitab, al-Sunnah, ijmas, qiyas, dan istisldh. Adapun metode penguraiannya adalah
menggunakan pendekatan legal histori, deskriptif, analisis komparatif kritis, dan
analisis sintesis.

Pendekatan legal history di sini yang dimaksudkan adalah perspektif sejarah
pertumbuhan hukum di masa-masa sebelum kolonial, masa kolonial dan sesudah
zaman kemerdekaan. Kronologi produk-produk hukum perlu disusun agar
mengetahui perkembangan hukum secara jelas dan mendalam serta dapat mengetahui
corak hukum yang sesuai dengan perkembangan sosio-budaya yang melingkupinya.
Dengan demikian dapat diketahui pula produk akhir dari hukum yang sedang menjadi
kajian dalam disertasi ini.

Pendekatan deskriptif diperlukan agar hukum-hukum itu diketahui secara utuh
tanpa campur tangan lain selain materi yang ada. Materi-materi hukum dari ketiga
negara, Brunei, Indonesia, dan Malaysia ditampilkan baik secara berurutan maupun
secara variatif “secara apa adanya.”

Yang dimaksud analisis komparatif kritis adalah suatu cara untuk meninjau data
yang diperbandingkan antara produk hukum satu dengan yang lainnya bahkan antara
pasal satu dengan yang lainnya secara kritis. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan
poin-poin yang sama atau saling berdekatan kemudian ditarik persamaan, kedekatan,
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atau perbedaannya dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam figih mazhab
Syafi'l. Titik-tink yang mempertemukan antara aturan-aturan perkawinan yang
terdapat di dalam perundang-undangan dan figih ini kemudian dicari sintesanya.

Pendekatan analisis tersebut menggunakan cara dengan sosiologi hukum
hermeunetik. Terdapat pelbagai batasan sosiologi, antara lain dikatakan bahwa
“sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses sosial termasuk
perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial.”?' Menurut Gunnar Myrdal,
ilmu pengetahuan pada hakekatnya adalah akal sechat yang bertakik-takik
(sophisticated common sense)” Tujuan dari penelaahan ilmu-itmu sosial, demikian
Rudner, bukan saja “mengetahui” (wissen), melainkan harus sampai pada tingkat
“mengerti”  secara mendalam (verstehen) mengenai gejala-gejala yang sedang
diselidiki. Di samping dicapai dan dipisahkan dengan verstehen penyelidikan ilmu
itu juga membutuhkan partispasi.”

Kajian hukum sebagai entitas dikaitkan dengan wacana sosiologi sebagai entitas
lain. Menurut C.M. Campbell dan Paul Wiles (1980), fokus sosiologi bukan pada
sistem yang sudah diketahui dan diterima, melainkan pada pemahaman mengenai
hakikat peraturan masyarakat (the nature of social order) melalui kajian terhadap
hukum. Tujuannya terutama bukan untuk mengimprovisasi sistem hukum, melainkan
untuk membangun  sebuah makna teoretik mengenai sistem hukum itu dalam term-
term struktur sosial yang lebih luas. Pemunculan hukum, artikulasi, dan tuuan
hukum itu sendiri disajikan sebagai permasalahan dan kajian leterer.* Eugén
Ehrlich mengatakan fenomena sosial yang diwarnai hukum, yang penting bagi ilmu

7 Prof. Soerjono Soekanto, Kamus Sosiologi (Jakarta, Rajawali, 1985), h.469.
2 Gumnnar Myrdal, Objektivity in Social Research. Ter. Victor 1. Tanja, “Obyekiivitas
Penelitian Sosial”  (Jakarta: LP3ES, 1981), h. 12.
B Richard S. Rudner dalam Jujun S. Suriasumantri, Hlmu dalam Perspektif (Jakarta: LIPL
1985), h.144,5.
2 CM. Campbell et al, “The Study of Law in Society,” in William W. Evan (ed), The
Sociology of Law: A Social-Structural Perspective (New York: Free Press, 1980), h. 17.
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mengenai hukum, adalah merupakan fakata hukum itu sendiri®> Tulisan memakai
pendekatan sosiologi®® hukum yang dikaitkan dengan metodologi legal history
sekaligus menggunakan hermeneutik terhadap data. Sebagaimana dikatakan oleh
Ehrelich, fungsi terpenting sejarah hukum adalah untuk membuktikan bahwa
proposisi-proposisi legal dan institusi-institusi  legal bertumbuh dan  kehidupan
masyarakat, muncul dari konstitusi sosial dan ekonomi secara keseluruhan”’ seperti
adat istiadat yang diperuntukkan bagi masing-masing anggota suatu perkumpulan,
batk yang berkaitan dengan posisi dan tugasnya, relasi dominasi dan pemilikan,
perjanjian-perjanjian, artikel mengenai asosiasi, penyusunan dengan kehendak akhir
dan dengan cara lain, maupun suksesi. Sampai di sini proposisi-proposisi hukum
harus ditambahkan, yang dianggap sebagai satu-satunya fakta vaitu dengan merujuk
pada asal-usul dan akibatya, tidak merujuk pada aplikasi praktis dan interpretasinya,
akhirnya, semua kekuatan sosial yang mengarah pada kreasi hukum

Hermeneutik (hermeneutics) adalah ilmu mengenai penafsiran dengan syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan, khususnya terhadap tulisan-tulisan yang berwibawa
terutama dipergunakan terhadap kitab suci® Penggunaan hermeneutik jelas sangat
dibutuhkan dalam suatu pendekatan terhadap hukum untuk menangkap makna yang
terkandung serta konteksnya dengan fenomena sosial. Hermeneutik hukum, menurut
Hans Georg Gadamer dalam bukunya 7ruth and method, bukan terhadap kasus
tertentu sebaliknya dimaksudkan untuk membuka seluas-luasnya segala problem

PEugen Ehrlich, Grinlegung der Soziologie des Rechts. Trans. By Walter L. Mol
“Fundamental Principles of the Sociology of Law” (New York: Russel, Inc. , 1962) , h. 476.

% Bamey G. Glaser dkk. menyebutkan empat kegunaan teori yang saling berhubungan dalam
sosiologi. (a) memudahkan predikasi dari tingkah laku; (b) bisa dipaka: dalam pengertian prakus; (c)
memberikan prospektif tingkah laku — suatu sikap yang harus dimihki terhadap data; (d)
mengarahkan serta memberikan modal untuk penelitian tingkah laku. Lihat: bukunya The Discovery of
Grounded Theory. Terj. Abd.Syukur Ibrahim dkk. “Penemuan Theori Grounded : Beberapa Stragedi
Penelitian Kualitif” (Surabaya:Usaha Nasional, tth.), h. 18)

T Ibid., h.475.

* bid.

® Dagobert D. Runes, Dictionary of Philosophy (Paterson, New Jersey: Littlefield, Adam &
Co., 1963), h.126.
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penafsiran yang mempertemukan para ahli hukum dan teolog.™ David Couzens Hoy
menjelaskan hermeneutik tidak terikat dengan sesuatu teori pemaknaan tertentu atau
mengenai pemahaman dan interpretasi tentang satuan-satuan yang lebih luas seperti
teks dan konteks.’ Konstitusi membutuhkan penafsiran yang tidak bersifat parsial,
melainkan keseluruhan dokumen. Satu penfasiran mungkin lebih diutamakan dari
pada yang lain® Sebenarnya dalam dumia figih, penggunaan hermeneutika tidak asing
lagi bahkan matn, syarh dan hdsyivah merupakan kekayaan hermeneutic dan
heuretik.

Cara terakhir dengan sintesis. Cara sintesis yang dimaksudkan di sini adalah
suatu cara penyimpulan dari pelbagai pengetahuan yang diperoleh. Hal ini dilakukan
untuk menemukan satu kesatuan pandangan yang utuh dan lengkap dalam kerangka
mencapal tujuan dan manfaat penulisan disertasi ini.

J. Telaah Kepustakaan

Pertumbuhan hukum perkawinan dalam lintasan sejarah dan masa depannya
ditemukan di antara buku yang cukup berharga antara lain adalah karya Abd. Kadir
Hj. Mohamad, “Sejarah Penggubalan Undang-undang Keluarga Islam Malaysia”
dalam Monograph Syariah: Pengenalan Hmu-ilmu Syariah (Nomor 1 Juni 1993,
JPP Fakulti Syariah Akademi Islam Umiversii Malaya) serta karya Hamid Jusoh,
“Pemakaian Undang-undang Islam Kini dan Masa Depannya di Malaysia,” dalam
Al-Ahkam: Undang-undang Malaysia Kini (1990). Penulis yang terakhir ini juga
memberikan informasi mengenat posisi hukum Islam di dalam konstitusi Malaysia

*® H.G. Gadamer sebagaimana dikutip di dalam mukadimah Gregory Leyh (ed) , Legal
Hermewnetics: History, Theory, and Practice (Berkely, Los Angeles; Oxford: University of California
Press, 1992), p xi.

* i dapat disejajarkan dengan terorisasi mengenai “setiap yang zahir terdapat segi-segi
batinnya” sebagaimana yang dipercayai oleh Curbin.

* David Couzens Hoy, “Intentions and the Law: Defending Hermeunetics” in Gregory Leyh
(ed.), ibid., h.128,9.
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dalam bukunya, 7he Position of Islamic Law in the Malaysian Constitution with
Special Reference to the Conversion Case in Family Law (1991

Hukum keluarga di dunia Islam yang tumbuh dan berkembang berupa
kodifikasi dan reformasi hukum sebagaimana umumnya di dunia modern diuratkan
secara singkat dari segi sejarah hukum, materi, dan analisis oleh Taha Mahmood
(1987) Personal Law in Islamic Countries, dan mengenai hukum perkawinan dan
figih di negara-negara Asia Selatan seperti karya Prof. Mohamed Ullah Ibn S. Jung,
The Muslim Law of Marriage (1990) dan Rubya Mehdi, 7he Islamization of Law in
Pakistan (1994). Karya-karya ini tidak terfokus pada dialektika perundang-
undangan tentang perkawinan dengan figih mazhab tertentu, melainkan lebih
umum. Khususnya Mohamed Ullah, tampaknya wama figihnya cukup kental,
namun lebih mengarah ke mazhab Hanafi.

Telaah karya-karya para peneliti yang petanya mengarah langung ke studi
peraturan perundang-undangan tentang kekeluargaan dan kitab-kitab figih di IBM
paling tidak adalah tulisan-tulisan van Bruinessen mengenai Kitab Kuning,
M.B Hooker mengenai hukum Islam di Asia Tenggara dalam bukunya Islamic Law
in South-East Asia (1984)., Lili Rasjidi mengenai Hukum Perkawinan di Indonesia
dan Malaysia, Taha Mahmood tentang perbandingan hukum mengenai perkawinan,
termasuk di Asia Tenggara, MD. Akhir Hj. Yaacob dan Siti Zalekhah mengenai
Hukum Keluarga Islam di Malaysia, ‘dan Dato’ Mahmud Saedon bin Awang
Othman yang menegaskan pengaruh kuat mazhab Syafi'l di Asia Tenggara,
khususnya Brunei. Di antara mereka hanya MD. Akhir Hj. Yaacob dan Siti
Zalekhah yang berbicara mengenai figih mazhab di dalam undang-undang,
walaupun belum dibahas secara luas dan mendalam. Hooker lebih menekankan segi
sejarah hukum dan Taha Mahmood lebih banyak berbicara hukum materill begitu
juga Lili Rasjidi. Dari merekalah penulis mendapatkan pijakan untuk menggali
elemen-elemen SyAfi'iyah dimaksud. Penelitian yang pernah dilakukan Peunoh
Daly (1987) tentang perbandingan hukum perkawinan Islam antara Ahlus Sunnah
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dan negara-negara Islam ternyata merupakan telaah terhadap kitab Mir'at al-ulldb
karya Abdur Ra’uf Singkel yang dikaitkan dengan Undang-undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974, Jadi titik tolaknya berbeda. Apabila Peunoh Daly bertitik
tolak dari teks sebuah kitab, maka posisi penulis adalah berangkat dari materi
peraturan perundang-undangan. Dari sini penulis kembangkan seluas-luasnya, baik
dari segi sejarah , sosiologi, maupun logikanya serta kaitannya dengan hakekat
undang-undang yang untuk dicari benang merahnya dengan figih mazhab Syafi'i .

K. Sistematika Pembahasan _

Sistematika penulisan disusun sebagai berikut: bab 1 beristkan pendahuluan
yang mencakup latar belakang teoritik, masalah, alasan penulisan, tujuan penulisan
dan kegunaannya, hipotesis, metodologi serta sistematika pembahasan.

Bab II mencakup tentang sejarah perkembangan Undang-undang perkawinan di IBM
serta perkembangan hukum Islam di IBM.

Bab III menguraikan hukum-hukum materiil tentang pernikahan yang
sedang actual di IBM. Masing-masing hukum di ketiga negara tersebut disusun
kedalam empat sub bab, yaitu nikah, rukun nikah, syarat-syarat nikah, dan
poligami.

Bab IV merupakan uraian mengenai persamaan dan perbedaan Undang-
undang Perkawinan di IBM dan analisis dari sudut figih mazhab Syafi'i dan juga
mazhab-mazhab lain terhadap materi pembahasan yang terdapat di sub-sub bab,
yaitu rukun nikah yang juga menyangkut perkawinan dengan non Mulim, syarat-
syarat nikah dan poligami.

Bab V berisi kesﬁnpulan, penutup dan saran-saran. Menyusul kemudian

daftar kepustakaan, dan lampiran-lampiran.
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BAB V
KESIMPULAN DAN PENUTUP

I. KESIMPULAN
Setelah diuraikan mengenai figih mazhab Syafi‘l dan undang-undang
perkawinan di IBM maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1). Pada umumnya secara material di dalam semua undang-undang

~ perkawinan di ketiga negara, baik Indonesia, Brunei, maupun Malaysia,
banyak, untuk tidak mengatakan hampir semua, dijumpai unsur-unsur
figih mazhab Syéfi‘i. Syafi‘isme yang paling jelas adalah dalam materi-
materi hukum yang berkaitan dengan rukun nikah dan syarat-syaratnya
yang tertuang di dalam pasal-pasalnya, baik secara eksplisit maupun
implisit. Adakalanya disusun secara sistematis dan ada pula yang
terpencar di dalam pasal-pasal. Adapun masalah-masalah yang secara
eksplisit tidak terkandung di dalam figih mazhab Syafi't dapat
dipecahkan metode ustiliyah dan qd‘idah fighiyah yang telah
dikembangkan pula oleh para ulama Syafi‘iyah, seperti antara lain, al-
Juwaini, al-Gazali, Tbnu ‘Abd al-Salim al-Sulami dan Jaldl al-Din al-
Say(ti juga telah mengantisipasinya dengan mengembangkan metodologi
yang memungkinkan hukum dapat lebih fleksibel menjawab tantangan
zaman. Akan tetapi ternyata yang terakhir ini hanya sedikit terdapat di
dalam peraturan perundang-undangan 1BM, seperti masalah pencatatan
atau pentadbiran dan izin poligami.

2). Meskipun Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tampaknya
banyak mengalami deviasi dari figih mazhab Syafi‘l, karena harus
menyerap unsur-unsur hukum yang dibayang-bayangi hukum BW dan
sekaligus mengkombinasikan dengan berbagai latar belakang adat
istiadat, kepentingan sosial lain seperti masalah-masalah kesetaraan
gender, dan pluralitas agama karena missi unifikasinya, namun ternyata

hukum Agama (Islam) banyak diserap di dalamnya. Pasal mengenai izin
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3).

kepada wali, karena pengaruh BW, calon mempelai yang berusia
duapuluh satu tahun ke atas seolah-olah telah lepas dari wali, karena
tidak diperlukan lagi izinnya, dan ini berarti akan lepas dari doktrin
Syéfi‘iyah, ternyata di sinipun lagi-lagi seorang gadis tidak dapat
dilepaskan dari wali, meskipun wali ‘Gmm. Dari kondisi bagaimanapun,
karena budaya Indnesia, perkawinan tidak dapat mengabaikan wali. Pasal
itu mungkin baru digunakan setelah tidak ada wali atau wali ‘adl. Laki-
laki yang begitu bebas menggunakan haknya dalam kawin termasuk
poligami, dalam figih Syafi‘iyah diatur penggunaannya oleh undang-
undang dengan mempertimbangkan kondisi isteri. Undang-undang
Brunet tampak mengatur pokok-pokoknya saja.

Terdapat persamaan dan perbedaan asas yang cukup signifikans antara
pelbagai aturan perundang-undangan perkawinan, terutama di Indonesia
dan Malaysia di satu pihak dan Brunei di pihak lain. Asas monogami
secara eksplisit terdapat di Indonesia tapi tidak terdapat di Malaysia,
namun terdapat kesamaan dalam mempersulit poligami, oleh karena itu
asas monogami pada hakekatnya ada pada undang-undang di kedua
negara. Di Brunei hanya diperlukan laporan setelah perkawinan poligami
terjadi. Asas pembatasan usia perkawinan juga terdapat di dalam undang-
undang di Indonesia dan Malaysia.

Dari ketiga undang-undang itu diketahui bahwa kandungan material
Undang-undang Brunei adalah paling sedikit. Sedangkan yang paling
mengalami penyimpangan dari mazhab Syafi‘i adalah undang-undang
Perkawinan di Indonesia. Hal ini disebabkan Undang-undang
Perkawinan di Indonesia merupakan hukum unifikasi yang mencakup
pelbagai nilai-nilai yang berlatarbelakang etnik dan budaya, termasuk
agama. Akan tetapi penjelasan dan peraturan di bawahnya, terlebih lagi
Kompilasi Hukum Islam Indonesia telah semakin mendekatkan hukum
perkawinan ke dalam lipatan Syafi‘iyah dan terkadang lebih ekstrim dari
Kelantan, sebuah negeri yang paling Syafi‘iyah di negeri-negen
Malaysia.. Dua hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa, pertama,
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Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun
1974, lebih menyerupai norma-norma etik saja dibanding dengan
undang-undang perkawinan yang lain di Malaysia dan Brunei, karena
undang-undang itu disusun tanpa pasal yang mengandung ancaman
hukuman bagi para pelanggamya. Kedua, tidak semua isu figih yang
cukup penting tercover di dalam undang-undang, seperti #/4 dan zihdr.

2. PENUTUP
Pada penutup ini patut dikatakan bahwa pekerjaan ini memakan waktu
yang cukup lama, yaitu dari tahun 1994 sampai dengan 1998 dan dikerjakan
dengan penuh tantangan dan rintangan namun masih saja dirasakan belum
sempurna. Semua saran dan kritik yang dialamatkan kepada karya tulis ini akan
semakin menambah bobot buku ini. Wa AllGh a‘lam bi “I-sawdb.
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